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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 43 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN

PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP

KEPOLISIAN KHUSUS, PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL,

DAN BENTUK-BENTUK PENGAMANAN SWAKARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi,
Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian
Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk
Pengamanan Swakarsa;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN KOORDINASI, PENGAWASAN, DAN
PEMBINAAN TEKNIS TERHADAP KEPOLISIAN KHUSUS,
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK-BENTUK
PENGAMANAN SWAKARSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.

3. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disingkat Polsus adalah instansi
dan/atau badan pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-
undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi Kepolisian di
bidang teknisnya masing-masing.

4. Anggota Kepolisian Khusus adalah Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai
Tetap pada Badan Usaha Milik Negara yang oleh atau atas kuasa
undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan Fungsi
Kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai
wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

6. Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa yang selanjutnya disingkat
Pam Swakarsa adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas
kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang
kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

7. Koordinasi adalah suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang
fungsi kepolisian atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan
mengindahkan tugas dan kewenangan masing-masing.
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8. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap pelaksanaan fungsi
kepolisian terbatas yang dilakukan Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bersama instansi yang
membawahi Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

9. Pembinaan Teknis Kepolisian yang selanjutnya disebut dengan
Pembinaan Teknis adalah segala upaya, kegiatan dan tindakan untuk
memberikan pendidikan dan pelatihan, serta peningkatan
kemampuan teknis terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa.

Pasal 2

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri
adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam
melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
terpeliharanya keamanan dalam negeri.

(2) Polri melakukan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis
terhadap Polsus, PPNS, dan Pam Swakarsa yang memiliki kewenangan
kepolisian secara terbatas, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama,
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, serta untuk menjamin
agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap pengemban
fungsi kepolisian terbatas dilaksanakan secara proporsional dan
berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Pengemban Fungsi Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh:

a. Polsus;

b. PPNS; dan/atau

c. Pam Swakarsa.

Pasal 4

(1) Polsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bertugas
melaksanakan pengamanan, pencegahan, penangkalan, dan
penindakan nonyustisiil sesuai dengan bidang teknisnya masing-
masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukumnya.
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(2) Polsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk
melaksanakan Fungsi Kepolisian Khusus dan terbatas dalam rangka
penegakan peraturan perundang-undangan di bidang masing-masing.

Pasal 5

PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melaksanakan tugas
dan fungsi penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup
kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
menjadi dasar hukum masing-masing.

Pasal 6

(1) Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,
bertugas menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungannya secara
swakarsa.

(2) Pam Swakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi
melaksanakan pengamanan di lingkungannya secara swakarsa guna
mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 7

Polri melakukan koordinasi dengan:

a. instansi, lembaga, atau badan pemerintah/BUMN yang memiliki
dan/atau membawahi Anggota Kepolisian Khusus;

b. instansi, lembaga, atau badan pemerintah yang memiliki PPNS; atau

c. instansi, badan, lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang
memiliki Pam Swakarsa dan semua bentuk pengamanan swakarsa
yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 8

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a,
dilaksanakan dalam bidang operasional pengamanan, pencegahan
dan penangkalan, serta penindakan nonyustisiil.

(2) Koordinasi operasional di bidang pengamanan, pencegahan dan
penangkalan, serta penindakan nonyustisiil dilaksanakan dengan
cara:

a. mengkaji dan/atau merumuskan perencanaan di bidang
pengamanan, pencegahan dan penangkalan, serta penindakan
nonyustisiil; dan

b. pelaksanaan kegiatan bersama.
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